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PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MENOLAK ATAU MEMBERIKAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

a. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Nomor PER-1265/K/SU/2011 tentang
Pejabat yang Berwenang Menolak atau Memberikan Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan  Pengawasan Keuangan  dan
Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-1265/K/SU/2011 tentang
Pejabat yang Berwenang Menolak atau Memberikan Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan  Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan

saat ini;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pejabat
yang Berwenang Menolak atau Memberikan Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan

Pembangunan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3424);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia



